
1. Perjanjian pembiayaan pada PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance 

cabang Purwokerto itu walaupun formatnya telah dibuat oleh pihak lessor 

secara baku, namun hendaknya lessee diberi hak untuk menegosiasikan 

beberapa pasal dalam perjanjian tersebut. Sehingga isi perjanjian tersebut tidak 

berat sebelah. 

2. Karena didalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing) tidak 

membahas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian leasing 

dan kurang memberikan perlindungan hukum kepada para pihak, maka ada 

baiknya Keputusan Menteri tersebut direvisi atau apabila perlu dibentuk suatu 

Undang-Undang yang baru yang mengatur mengenai perjanjian pembiayaan 

(leasing). 
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